Reformast Sistem Pengupahan Nasional

Oleh : Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU 7

1. Pendahuluan

Upah adalch imbalan yang diterima
pekerja atas jasa kerja yang diberikannya
dalam proses memproduksikan barang atau
Jasa di

perusahaan. Dengan demikian

pekerja  dan  penguscha  mempunyai
kepentingan langsung mengenai sistem dan
kondisi pengupahan di setiap perusahaan.
Pekerja dan keluarganya sangat tergantung
pada upah yang mereka terima untuk dapat
memenuhi kebutuhan sandang, pangan,
perumahan dan kebutuhan lain. Sebab itu,
para pekerja dan Serikat Pekerja selalu
mengharapkan upah yang lebih besar untuk
meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak,
para pengusaha sering melihat upah sebagai
bagian dari biaya saja, sehingga penguscha
biasanya sangat hati-hati untuk
meningkatkan upah,

Pemerintah berkepentingan juga untuk
menetapkan kebijakan pengupahan, di satu
pihak untuk tetap dapat menjamin standar
kehidupan yang layak bagi pekerja dan

keluarganya, meningkatkan produktivitas
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dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di
lain pihak, kebijakan pengupahan harus

dapat  menstimulasi  investasi  untuk

mendorong pertumbuhan  ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja serta mampu
menghan laju inflasi.

Pekerja  berpenghasilan  sangat
rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan
gizi dan kesehatannya dengan memadai,
Pekerja yang kekurangan protein akan
menderita lesu darah dan tidek mampu
bekerja secara produktif. Demikian juga

kekurangan kesehatan

gizi dan
menyebabkan pekerja yang bersangkutan
cepat lelah, lesu dan kurang bersemangat
Oleh sebab

itu, upah pekerja periu cukup layak dan

melaksanakan pekerjaannya.

terus meningkat supaya dapat meningkatkan
kualitas hidup pekerja dan keluarganya.
Peningkatan upah dan penghasilan pekerja
akan meningkatkan daya beli masyarakat
pada umumnya, yang kemudian akan
menggairahkan dunia usaha dan mendorong

pertumbuhan ekonomi.



Di lain pihak, kenaikan upah yang tidak
diikuti oleh kenaikan produktivitas para
pekerja akan menimbulkan kesulitan bagi
pengusaha. Peningkatan produktivitas
bukan saja harus cukup mengimbangi
kenaikan upch akan tetapi harus juga mampu
membuka peluang yang lebih besar bagi
peruschaan untuk terus bertumbuh dan
berkembang.

Dengan demikian sistem pengupahan di
satu pihak harus mencerminkan keadilan
dengan memberikan imbalan yang sesuai
dengan kontribusi jasa kerja dan mendorong
peningkatan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya. Di lain pihak, sistem
pengupahan di perusahaan harus mampu
mendorong peningkatan produktivitas kerja,
serta pertumbuhar dan pengembangan

perusahaan.

2. Upah Satuan Waktu dan Upah Satuan

Produk

Upah dapat ditentukan menurut satuan
waktu (#ime rates) atau menurut satuan
produk yang dihasilkan {(p/ece-rates). Upah
menurut satuan wakiu dapat ditentukan
dalam bentuk upah per jam, upah per hari,
upah per minggu, upah per bulan, atau upcah

per fahun.

Upah per jom biasanya diperqunakan
untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya
tidak lama atau bersifat temporer seperti
konsultan,  penceramch,  penterjemah,
tenaga bebas, dan lain-lain. Upah per jam
juga sering diberlakukan bagi pekerja
parch-waktu (part-timers).

Upah per hari biasanya diberlakukan
untuk pekerjaan yang sifatnya temporer
atat yang dapat dilakukan oleh pekerja
tidak tetap. Misalnya pekerjaan bangunan,
pekerja panen pertanian dan perkebunan.
Upch per minggu biasanya diberlakukan juga
untuk pekerjaan yang sifatnya temporer,
akan tetapi periu dilakukan oleh pekerja
yang sama secara terus menerus dalam
beberapa minggu. Misalnya membuka tanah
perkebunan. Namun demikian upah per
minggu sudah mulai jarang dipergunakan
sekarang ini dan digantikan dengan upah per
har.

Upah per buian biasanya diber|akukan
untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.
Pekerja mempunyai ikatan kerja dalam
waktu  yang relatif lama atau tetap
sehingga disebut juga pekerja atau pegawai
tetap. Disamping upah, biasanya diberikan
Juga beberapa jenis tunjangan seperti

tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan
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keahlian dan lain-lain. Seluruh penerimaan
dalam satu bulan tersebut dinamakan gaji.
Upah per bulan sering juga digunakan untuk
melaksanakan pekerjoan dalam  waktu
tertentu yang relatif lama, misalnya é
bulan, satuy tahun, atau sesuai dengan
peraturan maksimum 3 tahun.

Istilah upah biasanya digunakan untuk
satuan waktu yang relatif pendek seperti
per jam, per hari dan per minggu. Istilah
gaji biasanya mencakup juga tunjangan-
tunjangan dan digunakan untuk satuan waktu
yang relatif penjang széerﬁ per bulan atau
per tahun. Upah per jam dan upah per hari
dibayarkan satu kali dalam

seminggu atau sekali dalam dua minggu. &aji

biasanya

bulanan dibayarkan satu kali dalam sebulan
dan di beberapa perusahaan dibayarkan dua
kali dalam satu bulan. Gaji per tahun
biasanya juga dibayarkan setiap bulan.

Upah menurut satuan preduk adalah
imbalan yang diberikan kepada pekerja
untuk setiap jumlah tertentu produk yang
dihasilkan. Imbalan itu dapat dalam bentuk
produk yang dihasilkan dan dapat dalam
bentuk uang. Yang pertama disebutkan upah
bagi hasil. Misalnya dari setiap 100 kg padi
yang dipanen, pekerja yang bersangkutan

memperaleh 10 kg. Upah per satuan produk
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dalam bentuk uang misainya ditentukan : Rp
10.000 untuk menjahit baju lengan pendek:
Rp 50.000
tembok bata seiuas 10 M% Rp 25..000 untuk

untuk setiagp pemasangan

setiop halaman  ferjemahan  bahasa
Indonesia ke bahasa Inggris; dan lain-lain,
Dari segi perlindungan dan keselamatan
kerja, penentuan upah menurut satuan
produk mengandung beberapa kelemahan,
seperti dalam contoh menjahit baju dan
pemasangan tembok bata. Oleh sebab itu,
sistem pengupchan harus didorong untuk
lebih menggunakan pemberian upah menurut

satuan waktu,

3. 6Gaji Pokok dan Tunjengan

Sistem penentuan upah menurut satuan
waktu pada umumnya menggunakan pola gaji
pokok dan tunjangan. Gaji pokok adalah gaji
dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan
satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada
golongan pangkat dan waktu tertentu. Gaji
pokok di suatu perusahaan disusun menurut
jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan.
Jenjang jabatan mencerminkan intensitas
yang
menjalankan jabatan tersebut. Jabatan

syarat harus  dipenuhi  untuk

yang menuntut persyaratan Jebih berat,



disusun dalam jenjang jabatan lebih tinggi
dengan gaji pokok lebih besar.

Jenjang kepangkatan mencerminkan
pemenuhan kualifikasi atau kompetensi
seseorang. Orang yang memiliki kompetensi
lebih tinggi diberikan golongan pangkat
lebih

menjalankan jabatan atau melaksanakan

tinggi serta dianggap mampu
pekerjaan dengan persyaratan lebih berat,
dan sebab itu patut menerima imbalan yang
lebih besar. Setiap jabatan dengan
persyaratan tertentu pada dasarnya harus
dijalankan  oleh  seseorang  dengan
kompetensi dan golongan pangkat yang
sesuai dan untuk itu dia menerima gaji
pokok yang sesuai pula.

Sesuai dengan perubahan teknologi dan
kondisi perusahaan, kondisi dan persyaratan
jabatan juga dapat berubah. Sebab itu
struktur dan jenjang jabatan, demikian juga
struktur gaji pokok perlu ditinjau kembali
don disempurnakan setiap satu periode
tertentu, misalnya setiap 5 tahun atau
paling lambat setiap 10 tahun. Disamping
tahun

itu, penyesuaian dapat

dilakukan

setiap

dalam  bentuk  pemberian
kompensasi, misalnya dengan memberikan
tunjangan kemahaian sebagai kompensasi

atas laju inflasi.

Sesuai dengan kondisi peruschaan

masing-masing dan  hubungan antara

pengusacha dan para pekerja, pengusaha

memberikan beberapa jenis tunjangan dan
fasilitas antara lain seperti :

a. Tunjangan kemahalan diberikan untuk
kompensasi laju inflasi dan atau
tingkat biaya hidup yang relatif tinggi di
beberapa daerah tertentu;

b. Tunjangan jabatan baik tunjangan

jabatan struktural maupun tunjangan

Jabatan fungsional;

o

Tunjangan transpor;

Qo

Tunjangan perumahan;

e. Tunjangan istri atau tunjangan suami;

]

Tunjangan anak;

g. Tunjangan pemeliharaan atau asuransi
kesehatan;

h. Tunjangan hari Tua atau dana pensiun;

i. Tunjangan cuti;

§-  Tunjangan hari keagamaan; dan lain-lain.

tersebut

Beberapa tunjangan

mempunyai  kaitan  langsung  dengan
pekerjaan atau produk seperti tunjangan
jobatan. Beberapa tunjangan mempunyai
sifat penunjang seperti tunjangan transpor.
Beberapa sekedar

tunjangan  hanya

mempunyai fungsi sosial seperti tunjangan
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pemeliharaan kesehatan, tunjangan hari tua,
tunjangan Remahalan, tunjangan istri atau
suami, tunjangan anak, tunjangan hari
tunjangan
tunjangan cuti. Oleh sebab itu, funjangan-

keagamaan, perumchan dan
tunjangan tersebut dinamakan juge jaminan
sosial,
Beberapa  perusahaan  memberikan
tunjangan tersebut secara tetap tanpa
mempertimbangkan kehadiran kerja seperti
tunjangan jabatan, tunjangan pemeliharaan
kesehatan dan tunjangan hari keagamaan.
Terdapat juga beberapa perusahaan yang
memberikan tunjangan secara tidak tetap
atau tergantung pada kehadiran bekerja
seperti tunjangan transpor dan tunjangan
makan siang. Beberapa jenis tunjangan
ditetapkan sebagai proporsi gaji pokok
seperti tunjangan istri atau  suami,
tunjangan anqk dan funjangan kemahalan,
dan beberapa jenis tunjangan ditetapkan
sebagai lumsum seperti tunjangan jabatan
dan tunjangan transpor. Perusahaan yang

berbeda  pada umumnyd mempunyai
pengaturan yang berbeda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa upah bukan saja mempunyai fungsi
ekonomis yaitu sebagai imbalan atas jasa

kerja yang diberikan, akan tetapi juga
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mempunyai fungsi sosial dan fungsi insentif
atau pendorong bagi pekerja untuk bekerja
produktif.

Seluruh komponen upah atau gaji yang
dinyatakan dalam bentuk uang dinamakan
upah atau gaji brute. Dari upah atau gaji
tersebut mungkin masih dipotong pajak
penghasilan dan iuran dana pensiun atau
kewajiban lain, Setelah pengurangan
tersebut, pekerja akan menerima upah net
atau upah bersih yang dibawa ke rumah dan

dinamakan fake-home pay.

Sebagaimana dikemukakan di atas, di .

beberapa peruschaan disediakan

juga
beberapa jenis fasilitas seperti perumahan,
kendaraan, kupon bensin, antar jemput
pegawai, makan siang, rekreasi pekerja,
atau dalam bentuk lain, Fasilitas tersebut
pada dasarnya dapat dinilai dalam uang dan
merupakan tambahan penghasilan  bagi
pekerja. Demikiun juga beberapa pekerja
kadang-kadang ditugasi melakukan pekerja-
an ekstra atau lembur dan untuk itu dia
menerima upah lembur. Upah lembur juga
merupakan tambahan penghasilan. Dengan
demikian, penghasilan seorang pekerja
adalah upah bruto ditambah penerimaan-

penerimaan lain, termasuk penerimaan



natura dan fasilitas yang dapat dinilai dalam
uang.

Di lihat dari segi pengusaha, semua
komponen penghasilan pekerja, termasuk
upah brute, natura dan fasilitas, merupakan
pengeluaran atau  biaya perusghaan.
Semakin besar dana yang dialokasikan untuk
penyediaan fasilitas, semakin besar biaya
perusahaan ycing diperuntukkan untuk
pekerja. Sebaliknya, di kalangan pekerja
sering timbul kesan bahwa penghasilan
mereka adalah gaji bersih, sehingga sering
timbul salah pengertian bahkan perselisihan
antara pekerja den pengusaha baik dalam
penentuan upah maupun dalam penyediaan
tunjangan dan fasilitas.

Pengusaha umumnya dapat memenuhi
harapan pekerja mengenai peningkatan upah
serta perbaikan funjangan dan fasilitas bila
pekerja daopat memberikan kontribusi lebih
besar dan  sebanding. Sebagaifnana
dikemukakan di atas, semua komponen
penghasilan termasuk upah bagi pekerja
menjadi komponen biaya bagi pengusaha.
Tambahan upah atau tambahan tunjangan
bagi pekerja menjadi tambahan biaya bagi
pengusaha, Penguscha dapat memberikan
tambahan uplah dan atau tunjangan bagi

pekerja hanya bila dia yakin bahwa pekerja

memberikan

dapat

produktivitas dengan tambahan nilai produk

peningkatan

yang lebih besar dari tambahan upah dan
afau funhjangan yang diterimanya. Dengan
kata lain, setiap peningkatan upah dan
tunjangan perlu diikuti dengan peningkatan
produktivitas pekerja secara proporsional.
Sekarang ini, setiagp perusahacn
memberikan jenis tunjangan yang berbeda-
beda.  Terdapat lebih dari 150 jenis
tunjangan. Ke depan, perlu penyederhanaan
Jenis tunjangan yang terutama berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan peningkatan
produktivitas, menuju clean wage system.
Dengan lebikh

penyederhaan tersebut,

upah
peningkatan produktivitas, dan administrasi

mudah  mengkaitkan dengan

upah akan menjadi lebih sederhana.

4. Jenjang Jabatan dan Kepangkatan
Jabatan adalah kelompok pekerjaan
atau tugas-tugas dalam unit organisasi yang
dalam pelaksanaannya memeriukan syarat-
Syarat tertentu yang sama atau yang hampir
sama. Syarat-syarat yang diperlukan untuk
melakukan pekerjaan pada jabatan tertenty
berbeda dengan syarat yang diperiukan
untuk melakukan pekerjaan pada jabatan

yang lain.
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Setiap organisasi atau perusahaan
terdiri dari sejumlah kelompok pekerjaan
mempunyai  syarat jabatan yang

Jabatan

yang
berbeda,

mencerminkan

Syarat tersebut

sifat dan kompleksitas
pekerjaan, nilai luaran yang dihasilkan
melalui jabatan tersebut, serta kualifikasi
atau kompetensi orang yang diperlukan
mengisi jab;amn dimaksud.  Semakin
kompleks pekerjaon dalam satu jabatan,
semakin tinggi syarat jabatan, semakin
tinggi kompetensi pekerja yang menjadi
pelaksananya. Dengan demikian, jenjang
jabatan dapat disusun dari yang terendah
sampei tertinggi berdasarkan kompetensi
dimiliki yang

Kompetensi pejabat harus

yang  harus pejabat
bersangkutan.
sesuai dengan syarat jabatan.

Jenjang  jobatan dapat  disusun
berdasarkan bobot syarat jabatan dari yang
tersederhana (terendah) hingga yang
tersulit (tertinggi) dengan sifat pekerjaan

sebagai berikut :

a. sederhana dan iebih mengutamakan
kegiatan fisik;

b. sederhana dengan aturan yang jelas,

latihan

memerlukan singkat  dan

bimbingan teknis;

Info Hukum Volume 5 Yahun Ko Vi 2004 40

¢. Jjelas dan tidak kompleks, memeriukan

pengetahuan khusus dan kewaspadaan

pribadi;

d. memerlukan pengaturan tersendiri,
inisiatif pribadi  dan  pengetahuan
teknis tertentu, serta menuntut

tanggungjawab pribadi;
e. .mencakup beberapa pekerja yang

saling terkait, kompleks, memerlukan

tanggungjawab pribadi dan pengawasan
terhadap bawahan;

f. mencakup koordinasi beberapa fungsi
dan pengawasan beberapa orang dan
beberapa unit kecil;

g. mencakup perumusan Kebijaksanaan
pelaksanaan pengawasan dan koordinasi
unit-unit.

Jenjang jabatan sangat tergantung dari
kondisi peruschaan,struktur pekerjaan dan
jumioh pekerja. Di perusahaan kecil tentu
Jumiah jabatan juga kecil sehingga jenjang
jabatan juga dapa‘r disusun relatif pendek.
Di perusahaan yang terdiri dari pekerjaan-
pekerjaan yang relatif homogen jenjang
Juga
sederhana. Misalnya perusahaan konsuitan

atau  struktur  jabatan cukup
pada umumnya mempunyai jumlah karyawan
yang relatif kecil dan jenis pekerjaan yang

relatif homogen, sehingga jenjang dan



struktur  jabatan  cukup  sederhana.
Demikian juga di perusahaan konstruksi
atau peruschaan tekstil, walaupun dengan
jumlah pekerja yang relatif besar, namun
banyak pekerja yang melakukan pekerjaan
yang sama, sehingga jenjang jabataen cukup
sederhana.
Jabatan  struktural  dimaksudkan
sebagai jabatun' puncak di satu unit yang
terdiri dari beberapa jabatan, berfungsi

mengkoordinasikan pekerjaan

yang
dilakukan di semua jabatan di unit tersebut.
Jabatan puncak di satu unit dapat
merupakan bagian dari unit yang lebih
besar. Karena harus mengkoordinasikan
orang-orang Yyang disebut bawahan dan
pekerjaan mereka, maka jabatan struktural
menuntut

persyaratan kemampuan

manajerial disamping persyaratan
pengetahuan teknis operasional. Semakin
tinggi jabatan struktural, semakin besar
tuntutan kemampuan manajerial.

Jabatan fungsional lebih menuntut
persyaratan kemampuan pelakscmaari tugas
secara teknis  operasional.  Jabatan
fungsional menuntut pendalaman pengetahu-
an, keahlian dan kemampuan melaksanakan
tugas di bfdang-bidang Yertentu tanpa

selalu memperoleh hubungan dan pengawas-

an langsung dari atasan. Sebagai contoh

adalah jabatan peneliti, ahli statistik, dosen

dan guru, akuntan, dan lain-lain,
Sebagaimana dikemukakan di atas,

jenjang  jabatan disusun berdasarkan
kompleksitas jabatan dan tanggungjewab
dalam

yang dipikul oleh seseorang

memangku afau menjalankan  jabatan-

jobatan  tersebut. Kompleksitas dan
tanggungjawab jabatan melahirkan syarat
jabatan, vyaitu kompetensi yang harus
dimiliki seseorang supaya pantas atau cocok
menjalankan jabatan tersebut.

Kompetensi atau kemampuan seseorang
melakukan pekerjaan dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan, akumulasi latithan dan
pengalaman kerja. Orang yang
berpendidikan tinggi dianggap lebih mampu
melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit dari
pada orang yang berpendidikan rendah.
Sebab itu dalam struktur kepangkatan,
pejabat yang berpendidikan tinggi diberi
pangkat yang tinggi pula. Demikian juga
mereka yang secara khusus dilatih untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu atau
mengatasi masalah tertentu dianggap lebih
mampu dari mereka yang tidak dilatih.
berkali-kali

Pengalaman melakukan

pekerjaan dan memecahkan masalah akan
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meningkatkan kemampuan pekerja yang

bersangku?dn melaksanakan  pekerjaan
tersebut. Sebab itu mereka yang mengikuti

berbagai latihan kerja dan kaya dengan

pengalaman-pengalaman  baru biasanya
secara bertahap diberikan  kenaikan-
kenaikan pangkat.

Jenjang kepangkatan menggambar-kan
kompetensi yang dimiliki seseorang untuk
mengisi jabatan yang sesuai. Semakin tinggi
pangkat seseorang, semakin tinggi jabatan
yang dapat dijalankannya. Sebab itu jenjang
kepangkatan disesuaikan dengan jenjang
jabatan., Jenjang jabatan, dan dengan
demikian jenjang kepangkatan di suaty
organisasi atau perusahaan, tergantung
poda kondisi organisasi atau perusahaan
tersebut. Di perusahaan besar, rentang
jenjang jabatan dan kepangkatan boleh
panjang tetapi di peruschaan kecil atau di
peruschaan sederhana, rentang jenjang
jabatan dan kepangkatan cukup pendek.

Di lingkungan pegawai negeri sipil
sebagai organisasi yang besar, jenjang
kepangkatan disusun dalam 4 golongan dan

17 pangkat yaitu :

a. Golongan I atau Golongan Juru terdiri
dari pangkat I/a, I/b, Ic, dan I/d;
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b. Golongan II atau Golongan Pengatur
terdiri dari pangkat II/a, II/b, II/c,
dan IT1/d;

c. Golongan IIT atau Golongan Penata
terdiri dari pangkat III/a, III/b, IIlc,
dan ITI/d;

d. Golongan IV atau Golongan Pembina
terdiri dari pangkat IV/a, IV/b, IV/c,
IV/d, danIV/e.
Penyusunan pangkat

kualifikasi

didasarkan pada teori investasi sumberdaya

yang
menggambarkan tersebut
manusia dan asas senioritas. Pendidikan

sebagai salah satu  aspek investasi

sumberdaya manusia, untuk

digunakan
menentukan pangkat mula-mula sebagai
berikut :
(1) Lulusan Sekolah Dasar = I/q;
(2) Lulusan Sekolah Lanjutan Pertama
atau setara = I/b;
(3) Lulusan Sekolah Lanjutan Atas atau
sefara = III/a:
(4) Program Diploma IT dan III = II/b;
(5) Sarjana strata-1 atau 51 = IIl/q;
(6) Sarjana strata-2 dan strate-3 =
ITI/b;
Senioritas menggambarkan pengalaman
kerja. Pengalaman kerja sampai jangka
waktu tertentu

dianggap dapat



meningkatkan kemampuan kerja seseorang.
Dengan kata lain seorang pegawai dalam
satu jabatan dapat dinaikkan pangkatnya
maksimum dua kali masing-masing setelah
sekitar 4 tahun, Program pelatihan sebagai
salah satu jalur pengembangan sumberdaya
manusia patut dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan unfuk menentukan atau
menaikkan pangkat seseorang. Lebih lanjut,
kenaikan pangkat dipergunakan sebagai
bahan pendukung perfimbangan untuk naik
jabatan. Dengan mengisi jabatan yang lebih
tinggi, dimungkinkan untuk lebih lanjut naik

pangkat.

5. Penyusunan Skala Upah

Sebagaimana diuraikan di atas, jenjang
jabatan mencerminkan kompleksitas syarat
dipenuhi  untuk

jabatan harus

yang

melaksanakan pekerjesan pada jabatan
tersebut. Semakin tinggi jabatan, semakin
berat syarat jabatan dan semakin tinggi
pula kompetensi orang yang mengisi jabatan
tersebut, Dengan kata lain, semakin .tinggi

jabatan, dituntut semakin tinggi pangkat

pejabat yang mengisinya.
Jenjang jabatan juga mencerminkan
upaya yang perlu diberikan  untuk

menjalanken jabatan tersebut. Semakin

tinggi jabatan, semakin besar upaya yang
perlu dilakukan dan sebab itu semakin besar
imbalan atau upah yang harus diberikan.
Dengan demikian, jenjang kepangkatan
harus konkordan dengan jenjang jabatan di
setiap perusahaan. Demikian juga struktur
dan skala upah harus mengacu kepada
Jjenjang jabatan dan jenjang kepangkatan
tersebuf. Dalam menyusun struktur dan
skala upah, disamping jenjang jabatan dan
kepangkatan, periu diperhatikan beberapa

prinsip berikut ini :

Pertama, upah sebagai imbalan atas
jasa kerja harus mencerminkan keadilan,
yaitu bahwa upah tersebut harus sesuai
afou sebanding dengan jasa kerja yang
diberikan oleh masing-masing pekerja dalam
proses produksi, Mereka yang memberikan
upaya atau kontribusi lebih besar patut
menerima upah yang lebih tinggi.

Kedua, upah harus berimbang. Mereka
yang menduduki jabatan yang serupa harus
menerima upah yang kira-kira sama.

Perbedaan antara upah ferendah dan

" tertinggi tidak terlalu lebar.

Ketiga, harus  memenuhi

upah
kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya

secara wajar.
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Keempat, sistem pengupchah harus

memuat sistem insentif unfuk mampu

menarik tenaga-tenaga berkualitas,

mendorong  peningkatan presfesi  dan
produktivitas kerja, menumbuhkan inovasi
dan kreativitas serta menurunkan tingkat
pergantian atau perpindahan pekerja
(labour turn-over).

Kelima, Isisfem pengupahan  harus
mampu menjamin kelangsungan perusahaan.
Pengusaha tidak boleh membayar upah
lebih

terus-menerus tingagi dari

kemampuannya sehingga mengakibatkan
peruschaan ferus-menerus merugi.

Keenam, skala upah ctau gaji pokok
disusun konkordan dengan struktur jabatan
dan struktur kepangkatan.

Ketujuh, perlu dijaga keseimbangan
antara gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan
jaminan sosial lainnya. Upah atau gaji pokok
pada umumnya dipergunakan juga sebagai
dasar perhitungan upch lembur, pemberian

tunjangan dan jaminan sesial.

6. Tunjangan dan Jaminan Sesial
Tunjangan adaleh suplemen terhadap

upah atau gaji pokok dalam 3 fungsi, yaitu

berkaitan aengan pelaksanaan tugas, dalam

rangka fungsi sosial dan sebagai insentif.
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Tunjangan  yang  berkaitan  dengan
pelaksanaan tugas adalah tunjangan jabatan,
baik jabatan struktural maupun jabatan
fungsional. Misalnya di lingkungan pegawai
negeri  tunjangan  jabatan  struktura
diberikan dalam jumiah tfertentu seperti
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Kepala
Sub Direktorat dan Kepala Bagian, Direktur
dan Kepala Biro, serta Direktur Jenderal
dan Sekretaris Jenderal.

Sesuai dengan keahlian khusus yang
dituntut untuk pelaksanaan tugas dalam
jabatan tertentu, dapat diberikan tunjangan
fungsional, misalnya pengawas mutu produk
{quality control), ahii campuran kimia, dan
lain-lain.  Di lingkungan pegawai negeri

tunjangan fungsional diberikan antara

lain kepada gury dan dosen,

widyaiswara, instrukiur, dokter dan
Jjururawat, peneliti, ahii statistik, pegawai
pengawas, dan lain-lain.

Pejabat

struktural dan  pejabat

fungsional biasanya tidak diberi upah
lembur walaupun mereka bekerja melebihi
jam kerja yang ditentukan. Oleh sebab itu
tunjangan jabatan dapat pula dianggap
sebagai kompensasi atas penggunaan waktu
mereka yang melebihi ketentuan waktu

kerja.



Untuk menjalankan fungsi sosial upah,
dapat diberikan beberapa macam tunjangan
keluarga, tunjangan

seperti  funjangan

kemahalan dan tunjangan perumchan.
Tunjangan keluarga mencerminkan fungsi
sosial upah. Setiap pekerja pada dasarnya
merupakan anggota di satu keluarga dan
mempunyai tanggungjawab keluarga.
Disamping itu, situasi dan kondisi ekonomi
keluarga akan mempengaruhi konsentrasi
pekerja dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari, Di lingkungan pegawai negeri
diberikan tunjongan istri/suami 10 persen
Gaji Pokok dan tunjangan satu orang anak 2
persen Gaji Pokok untuk maksimum 3 orang
anak,

Tunjangan kemchalan diberikan dalam
rangka menyesuaikan upah atau gaji dengan
perubahan harga dan perbedaan biaya hidup
di deerah-doerah tertentu. Skala gaji dan
gaji pokok biasanya disempurnakan dalam
periode tertentu yaitu antara 5-10 tahun.
Sebelum menyusun skala gaji baru, setiap
tahun perlu diberikan tunjangan kemahalan
yang disesuaikan dengan perkembangan
harga-harge, indeks harga konsumen atau
laju inflasi.
dapat pula diberikan untuk pekerja di

Tunjangan kemahalan daerch

daerah dengan biaya hidup yang relatif

tinggi.

Beberapa memberikan

perusaghaan
tunjangan perumahan menurut kelompok
jabatan misalnya Rp 100.000 per bulan bagi
pegawai rendah sampai Rp 1,5 juta per bulaen
bagi Direktur Utama. Beberapa perusahaan
mefnber*ikan tunjangan perumahan sebagai
persentasi Gaji Pokek dengan batas
maksimum misalnya 20 persen Gaji Pokok
dengan maksimum Rp 1.000.000 per bulan.
Disamping

pemberian  tunjangan-

tunjangan  yang  dimasukkan  dalam
pembayaran upah atau gaji setiap hari atau
setiap bulan, peruschaan juga mempunyai
program jaminan sosial baik yang bersifat
wajib maupun yang bersifat sukarela atau
berdasarkan kesepakatan pekerja dan
penguscha. Yang bersifat wajib misalnya
adalah program jaminan sosial tenagakerja
(Jamsostek) dan program pensiun. Yang
bersifat tidak wajib misalnya penyediaan
fasilitas kesehatan, program kesejahteraan
keluarga, bonus, uang cuti, dan lain-lain.
Sesuai dengan Undang-undang No. 3
tanggal 17 Pebruari 1992, program jaminan
sosial tenagakerja (Jamsostek) merupakan
program  wajib  mencakup  jaminan
kecelakaan ker ja, jaminan kematian, jaminan

hari tua, dan

jaminan  pemeliharaan
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kesehatan.  Premi atau iuran jaminan
kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian
dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan
ditanggung oleh pengusaha, sedangkan iuran
hari tua ditanggung oleh pengusaha dan
pekerja.

Sesuai dengan Undang-undang No. 11
tahun 1992, setiap perusahaan diwajibkan
memasukkan 'pekerjanya dalam program

pensiun.

Program itu dapat dikelola oleh badan
tersendiri atau oleh lembaga keuangan yang
sudah ada,

Secara keseluruhan pemberian tunjangan
tersebut perlu disederhanakan menuju
clean wage dan peningkatan produktivitas

kerja dan produktivitas perusahaan ******=

%) Pemilis adaleh Gurw Besar df bidang
Manajemen SOM dan Perencanaan SOM, dan
Ahli  Peneliti  Utama (APU) di bidang
ketenagakerjaan.
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